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ABSTRAK : bahwa untuk mengintegrasikan rencana pengembangan SPIP di Lingkungan KPU 

Kabupaten Garut yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. 

 
 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini adalah : 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5767); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Instruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan 
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 
1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013; 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-
1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 



Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1236); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara     Pemilu Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1388); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-
Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum. 
 
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 09 TAHUN 2022 
diatur tentang: 
Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 memiliki tugas: 
1. Menyusun kebijakan penyelengaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan 

SPIP; 
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP; 
3. Menyusun rencana tindak dan jadual penyelenggaraan SPIP; 
4. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP; 
5. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di setiap sub bagian; 
6. Melaksanakan sosialisasi SPIP ke seluruh komponen di Lingkungan KPU 

Kabupaten Garut; 
7. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; 
8. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.. 
 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022. 


